
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR C6 TAHUN:1988 SEREP NO.6
PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 

di Bidang Penambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 

dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pe­

merintahan dan Pembangunan Daerah yang berdaya guna dan 

berhasil guna khususnya yang menyangkut sebagian urusan di 
bidang pertambangan, maka di Jawa Tengah perlu adanya Di­

nas Pertambangan;
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Mengingat

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dan sesuai dengan Pa­

sal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor363 Tahun 1977. maka dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Or­

ganisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah.

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk­

an Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan 

Umum Retribusi Daerah;

4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Pertambangan;

5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerah­

an Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Pertam­

bangan kepada Daerah Tingkat I;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten­

tang Bentuk Peraturan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ten­

tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja 

Dinas Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 ten­

tang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan De­

partemen Dalam Negeri.
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42. Keputusan Menteri Penambangan dan Energi Nomor 1396 K/ 

201/M.PE/87 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah­

an di Bidang Penambangan Bahan Galian Golongan C kepada 

Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 

TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TA­

TAKERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

c. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk "Dinas Pertambangan Propinsi Daerah 

Tingkat 1 Jawa Tengah". *
BAB III

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Penambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk 
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berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penambangan 

kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah.

(2) Dinas Perlambangan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan urusan pertambangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Da­

erah dan tugas pembantuan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan 

Daerah ini. Dinas Pertambangan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pertambangan sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan penelitian, pemetaan wilayah pertambangan, 

dan penginventarisasian perusahaan/usaha pertambangan;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pemantauan usaha pertambangan;

d. Penanganan administrasi perijinan. dan penetapan iuran usaha pertambangan;

e. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku:

f. Pengurusan tata usaha Dinas Pertambangan.

BAB rv

ORGANISASI
i»

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Penambangan adalah sebagai berikut:
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a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha:

c. Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pembangunan:

d. Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan;

e. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pa­

sal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, me­

nyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta menyusun rancangan peraturan 

perundang-undangan. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

rumah tangga, perjalanan dinas, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah 

ini. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Penyiapan rancangan peraturan, keputusan, instruksi, dan menghimpun peraturan 

perundang-undangan di bidang pertambangan;

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, ekspedisi, 

urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan, perjalanan dinas, hubungan 

masyarakat dan protokol;
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e. Penyiapan rencana program ketatalaksanaan serta penyusunan laporan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Hukum;

d. Sub Bagian Umum.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ba­
gian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawai­

an.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasd 13

Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan, keputu- 

san, instruksi dan menghimpun Peraturan perundang-undangan serta menyelesaikan masa- 

hh-masalah hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas Pertambangan.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ke­

arsipan. ekspedisi, dokumentasi, penggandaan, rumah tangga, ketatalaksanaan, perleng­
kapan dan perawatan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, dan protokol.

Bagian Keempat

Snb Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan.
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Pisal 15
*

Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Penambangan mempunyai tugas meneliti 
dan mengkaji wilayah Perlambangan, menyajikan informasi lingkungan, menganalisa eva­

luasi lingkungan terhadap w ilayah penambangan serta memberikan bimbingan, reklamasi 

dan revegetasi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 15. Sub Dinas Penataan Wilayah 

Konservasi Penambangan mempunyai fungsi:

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya :
b. menyelenggarakan pengumpulan data geologi, geografi dan keadaan endapan bahan 

galian golongan C dari berbagai sumber untuk seluruh Daerah ;

c. membuat rencana program survey bahan galian golongan C pada Daerah-daerah yang 

masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh :

d. menyusun dan mengolah bahan pertimbangan untuk penetapan zone tata guna per­
tambangan bahan galian golongan C :

e. menetapkan persyaratan khusus mengenai teknik penambangan dan pengelolaan ling­
kungan untuk Daerah penambangan bahan galian golongan C tertentu :

f. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penang­

gulangan dampak negatif;
g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas:
h. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten­

tang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang lugas­

nya.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan terdiri dari :

a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian ;
b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan ;

c. Seksi Penanggulangan Lingkungan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub 

Dinas Penataan Wilayah Konservasi Pertambangan.

Pasal 18

Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian mempunyai tugas :
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a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan da­

lam bidang tugasnya.
b. memplotkan. menggambarkan, menyusun bahan galian golongan C dari bahan-bahan 

yang terkumpul dan hasil survey yang dilakukan serta membuat perkiraan potensinya 

untuk seluruh Daerah.
c. melaksanakan survey bahan galian golongan C untuk daerah-daerah yang ditetapkan.

d. mengumpulkan peta-peta endapan bahan galian golongan C yang disampaikan oleh 

pemegang SPD. mengevaluasi dan memplotkannya pada peta,
e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayahdan 

Konservasi Penambangan.
f memberikan saran-saran dan penimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin­

dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Penyiapan wilayah Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan dalam 

bidang tugasnya:
b. mengumpulkan, mempelajari dan menyimpulkan data yang diperlukan dalam rangka 

zone tata guna pertambangan bahan galian golongan C:
c. mengadakan pengumpulan data wilayah dalam rangka pemberian penimbangan da­

lam proses pemberian SIPD.
d. mengadakan peninjauan lapangan untuk mendapatkan fatwa teknis dalam rangka pem­

berian SIPD apabila diperlukan:

e. menyusun persyaratan khusus mengenai teknik penambangan. RKL dan PRL yang 

harus dilaksanakan oleh oeneusaha untuk Daerah oenambanean tertentu:
f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah

dan Konservasi Penambangan: .

g. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin­

dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Penanggulangan Jingkungan mempunyai lugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Penambangan dalam
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bidang tugasnya:
b. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pengusaha dalam rangka pengelolaan 

lingkungan usaha penambangan bahan galian golongan C;

c. mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran-saran teknis pelaksanaan rekla­
masi. revegetasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan bahan galian golongan C;

d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah 

dan Konservasi Pertambangan;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Sub Dinas 

Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tin­

dakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagiaa Kdima
Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan

Pasal 21

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas menangani proses 

pemberian (jin usaha pertambangan, mengajukan saran pertimbangan penetapan besarnya 

iuran usaha pertambangan, melaksanakan kegiatan eksplorasi, penelitian dan pemetaan 

pembinaan, pengawasan tehnis, pemantauan usaha pertambangan, melakukan penyuluh 

an dan bimbingan tehnis, dan pengadaan sarana lapangan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Sub Dinas Pengusahaa 

Penambangan mempunyai fungsi:

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
b. meneliti dan memproses permohonan SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan-pertimbang­
an dari pihak yang berwenang serta menyimpulkannya dalam rangka pemberian 

SIPD ;

d. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap 

dan iuran produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha, menghitungnya serta menga-
. jukan surat perintah pembayaran (SPP) untuk ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah 

dari Pengusaha.

e. menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan (bulanan 

triwulan dan tahunan) serta laporan produksi dari pemegang SIPD;
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f. membuai dan memelihara dahar pemberian SI PD dan statistik data pengusahaan 

seperti produksi, pemasaran, iuran pertambangan, tenaga kerja, data efek dan peman­

faatan lahan;

g. memberikan bimbingan pengusahaan seperti pengelolaan (Management) usaha, pem­

buatan dan penyampaian laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja, 

masalah ganti rugi lahan dan lain-lain;

h. melaksanakan lugas-lugas \ane diberikan oleh Kepala Dinas;
i memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten­

tang langkah-langkah dan lindakan-iindakan yang perlu diambil dalam bidang lugas­

nya.

Pasal 23

11) Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan;

b. Seksi Pelaporan dan Data Statistik ;

c. Seksi Bimbingan Pengusahaan.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pe­

ngusahaan Pertambangan

Pasal 24

Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan mempunyai tugas ;

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan l’eria'nibane.in dalam bidang tugas­

nya;
b. menerima, mencatat dan meneliti persyaratan permohonan SIPD sesuai dengan ke­

tentuan yang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya atau dikembalikan kepada 

pemohon untuk dilengkapi;

c. meneliti wilayah SIPD yang dimohon berikut penjelasan batas-batasnya serta mengum­
pulkan dan mempeiaiarai aala mengenai wilayah yang dimohon tersebut :

d. mentbua* -urai-sura t permohonan penimbangan (rekomendasii dari pihak-pihak yang 

berwenang dalam rangka pemrosesan permohonan SIPD;

e. menghitung luas **ilavah SIPD untuk menetapkan iuran tetap dan menghitung be­

sarnya jumlah produksi secara periodik untuk menghitung besarnya iuran produksi 

(Iuran eksplorasi atau eksploitasi) baik berdasarkan taksiran maupun berdasarkan 

laporan pemegang SIPD:
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f. membuai daftar SIPD yang telah dikeluarkan secara periodik dan memplotkannya 

dalam peta ;
g. melaksanakan lugas-lugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 

Pertambangan ;
h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengu­

sahaan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di­

ambil dalam bidang lugasnya.

Pasal 25

Seksi Pelaporan dan Data Statistik mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugas­

nya ;
b. menerima, mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulan. triwulan dan ta­

hunan) pemegang SIPD sebagai bahan untuk mengevaluasi kegiatan dan peningkatan 

SIPD serta laporan produksi sebagai bahan untuk menghitung iuran produksi;
c. membuat dan memelihara statistik dalam bentuk daftar, grafik dan diagram mengenai 

SIPD yang telah dikenakan, luas wilayah, produksi, pemasaran, iuran pertambangan 

dan tenaga kerja yang terserap;
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 

Pertambangan;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Bina Pengusahaan Penambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan 

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Bimbingan Pengusahaan mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Perlambangan dalam bidang tugas­

nya;
b. melaksanakan bimbingan pengusahaan, rencana pengembangan usaha, eksplorasi dan 

teknik penambangan seria peralatan dan bahan-bahan penunjang yang dipakai:

c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengusahaan dalam bidang pengelolaan 

usaha, laporan kegiatan dan produksi serta masalah ganti rugi lahan;
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan 

Pertambangan;
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e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Bina Pengusahaan Penambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan 

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Bagian Keenam 

Sub Dinas Pengawasan Pertambangan 

Pasal 27

Sub Dinas Pengawasan Perlambangan mempunyai lugas melaksanakan pengawas­
an pengusahaan, teknik penambangan, memberikan rekomendasi pembelian bahan pele­
dak dan melakukan pengamalan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja seria 
mengamati dampak lingkungan pertambangan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas lersebut pada pasal 27. Sub Dinas Pengawasan 
Penambangan mempunyai fungsi :

a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b. melakukan pengawasan pengusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan dampak 

lingkungan usaha perlambangan bahan galian golongan C:
c. melaksanakan pengesahan Kepala Teknik dan/atau Wakil Kepala lekmk Pcrtarn- 

hangan serta pengesahan Buku Tambahan;
d memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin penimbunan, pengang­

kutan dan tempat penimbunan ke tempai pemakaian dan pemakaian bahan peledak;
u memberikan izin pemakaian alai-alat berat dan peralatan yang rawan terhadap ke- 

ledukan;
f mempelajari Andal/Pil aiau Sel/PeL RKL dan RPL dalam rangka penerapan di la­

pangan;
g. Kepala Sub Dinas berfungsi sebagai Deputi Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah;
h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
i memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas ten­

tang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas­
nya.

Pasal 29

(I) Sub Dinas Pengawasan Pertambangan terdiri dan :
a. Seksi Pengawasan Pengusahaan;
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b. SeksiTauicara/Teknik Penambangan;
c. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Keija Pertambangan;

d. Seksi Dampak Lingkungan Pertambangan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub 

Dinas Pengawasan Pertambangan.

Pasal 30

Seksi Pengawasan Pengusahaan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang lugasnya;

b. melakukan pengamalan dan pemeriksaan di lapangan terhadap perizinan, tingkat ke­

giatan yang dilakukan, wilayah usaha pertambangan;

c. melakukan pengamatan di lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan, polcnsi/pros- 

pek wilayah usaha pertambangan yang diusahakan, laporan kegiatan dan laporan pro­

duksi yang disampaikan;
d. melaksanakan penelitian dan pengevaluasian peta kegiatan pertambangan, peta dasar 

perlambangan dan peta kemajuan penambangan;

e. melakukan penertiban terhadap Usaha perlambangan (non SIPD);
f Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Perlambangan Daerah;

g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan;
h. memberikan saran-sararr dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil dalam bidang lugasnya.

Pasal 31

Seksi Tatacara/Tehnik Penambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya;

b. melakukan pengesahan terhadap rencana penambangan dan pelaksanaannya di lapa­

ngan termasuk pengolahan bahan galian demi terciptanya kondisi lingkungan keija 

yang aman/sehat serta pengrusakan dan pencemaran lingkungan seminimal mungkin:
c, melakukan pengamalan penambangan dalam rangka pemanfaatan bahan galian se­

cara maksimal, seefisien dan sebaik mungkin:

d, mengumpulkan data untuk menghitung efisiensi pemakaian peralatan dan bahan pe­

nunjang pertambangan;
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e. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Penambangan Daerah;
f. melaksanakan lugas-lugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan;
g memberikan saran-saran dan pertimbangan-penimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan leniang langkah-langkah dan lindakan-iindakan yang perlu 

diambil dalam bidang lugasnya.

Pasal 32

Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya;

b. melakukan pengamalan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan keija yang dapat 

menimbulkan kecelakaan oleh fakior mekanik (keselamatan keria);

c. melakukan pengamalan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat 

menimbulkan terganggunya kesehatan bahkan kecelakaan fatal oleh faktor pencemar­

an lingkungan kerja baik kimia, hsik maupun biologis (keselamatan keija).

d. pengamatan kondisi lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan menimbulkan kegai­
rahan keija (Hygiene perusahaan);

e. mengumpulkan bahan-bahan dan membuat statistik kecelakaan secara periodik;
f. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan bahan peledak dan bahan bakar cair 

berbahaya ;

g Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah;

h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengu 

sahaan;

L memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan leniang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pengusahaan dalam bidang tugasnya ;

b. meneliti dan mempelajari RKL dan RPL sebagai bahan untuk melakukan pemantauan 

di lapangan;

c. melakukan pendataan dampak usaha pertambangan termasuk pengolahan bahan ga­
lian yang tidak terdapat atau menyimpang dari RKL untuk dapat diberi saran-saran 

pengembangan dampak positif dan penekanan dampak negatif seminimal mungkin;
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d. mengamati pelaksanaan reklamasi, revegetasi atau pemanfaatan kembali lahan bekas 

penambangan atau tempat penimbunan tailing pengolahan untuk dapat dilakukan 

pengembangan dan penekanan:
e. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah;

f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pe­

ngusahaan.
c. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas 

Pengawasan Pengusahaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 

diambil dalam bidang lugasnya.

BA B V 

TATA KERJA 

Pasal 34

Kepala Dinas melaksanakan lugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 35 *

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas. Kepala Bagian Tata Usaha, para 

Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi'dan sinkronisasi secara vertikal dan horisonlal baik dalam ling 

kungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di 
Daerah seru dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 36

(0 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Penambangan bertang­

gung jawab.memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 

memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Seuap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petun­

juk. dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan la­

poran tepat pada waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen.vusunan laporan lebih lanjut serta untuk 

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
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Pasal 37

Kepala Bagian Tala Usaha dan para Kepala Sub Dinas pada Dinas Penambangan 

menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Dinas Bina Program 

menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 

disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

keija.

Pasall 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh 

Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing mengadakan rapal berkala.

Pasal 40

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KEPEGAWAIA N

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian se­

suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat 

yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diber­

hentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB vn

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 43
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjar.^ mengenai pe­

laksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang berten­

tangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 45

Peraturan Darah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Dinas Pertambangan” dan 

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur­

an Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 

1 Jawa Tengah.

Semarang. 28 April 1988.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I.Jawa Tengah 

Ketua.
ttd.

Ir. Soekorahaijo

Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah 

ttd.

Ismail

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya, 

tanggal I Agustus 1988 Nomor: 31

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor: 6 tanggal. 31 Oktober 1988

Seri : D Nomor: 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

Dm. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010.014.956

Pembantu G u b. Jateng untuk Wil Semarang
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG
PEMBENTUKAN.ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No­

mor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Per­

lambangan kepada Daerah Tingkat I maka pengelolaan penambangan bahari galian go­

longan C diserahkan menjadi Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas Desentra­

lisasi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, maka oleh Menteri 

Dalam Negeri diberikan petunjuk dengan Suratnya tanggal 26 September 1986 Nomor 

540/3 545/PUOD yang berisi antara lain sebagai berikut :

1. Kesediaan Daerah untuk menerima urusan Pemerintah d' bidang pertambangan ke­
pada Daerah Tingkat I sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 TahOn 1986 

dinyalakan dalam suatu Keputusan yang dilanda tangani masing-masing oleh Guber­

nur Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Serah terima secara nyata dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama 

Pemerintah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dihadapan Sidang Pari­

purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

3. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyerahan tersebut. Daerah dapat membentuk 

Dinas Daerah sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah.

Oleh karena di Jawa Tengah cukup mempunyai potensi di bidang Penambangan, 

maka dalam rangka meningkatkan penertiban dan pengawasan atas usaha penambangan 

dan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah memandang perlu untuk dapat segera menerima urusan tersebut.

Mengingat lelah mendesaknya penanganan alas urusan dimaksud dan untuk me­

menuhi Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas khususnya pada butir 1. maka di­
terbitkan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 1 Mei 1987 

Nomor 03/PAR- l/DPRD/87-88 tentang Kesediaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang 

Pertambangan.
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Kemudian pada tanggal 24 Nopember 1987 dihadapan Sidang Paripurna DPRD 

Propinsi Daerah Tmgkat 1 Jawa Tengah telah dilaksanakan serah terima secara nyata 

dari Menteri Penambangan dan Energi atas nama Pemerintah Pusat kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan alas urusan tersebut dan guna memenuhi 

Surat Menteri Dalam Negeri butir 3 tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Ting­

kat I Jawa Tengah memandang perlu segera membentuk Dinas sebagai unsur Pelaksana 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas dimaksud yang pengaturannya di­

tuangkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam 

Negeri tanggal 4 Nopember 1977 Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentu­

kan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah danSurat Menteri Dalam Negeri 

tanggal 1 Desember 1986 Nomor 061.1/11818/SJ perihal Pembentukan Dinas Pertam­

bangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 

Pasal 4 huruf a

Pasal 4 huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tugas lain di bidang pertambangan antara lain 

pelaksanaan pengurusan Air Bawah Tanah sebagai 

urusan pembantuan dari Departemen Pertamba­

ngan dan Energi
Pasal 5 huruf a dan b 

Pasal 5 huruf C
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan 

dan pemantauan usaha pertambangan termasuk 

didalamnya usaha pelestarian lingkungan hidup.
Pasal 5 huruf d, e dan f

Pasal 6 s/d 45
Oikup jelas. 

Cukup jelas.

O O------------
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BAGAN ORGAMSASI «NAS PERTAMBANGAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

lumpiran : Peraturan Daerah Propinri 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal : 28 April 1988
Tahun : 3 Tahun 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Ketua.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

ud. ttd.

Ir. SOEKORAHARJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 - 8 -1988 

Nomer 31 Th. 1988
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